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xABSTRAK
Nama :   Mila Karmila Ibnur
Nim :   10700109020
Judul Skripsi : Pengaruh pajak dan Retribusi DaerahTerhadap
Pendapatan Asli Darah(PAD)di Kab.Bone Periode 2008-
2012
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan
dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan
dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan
daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip
peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain,
pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin
didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala
sumber dana potensial yang ada di derah
. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab.Bone Periode 2008-2012” Pokok
masalahnya yaitu: Bagaimana pengaruh Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah
secara simultan dan parsial terhadap PAD di Kab.Bone periode 2008-2012.
Dengan tujuan untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Variabel tersebut
terhadap PAD Kab,.Bone periode 2008-2012.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif merupakan data
time series dari tahun 2008-2012. Tentang Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah
(RD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Dinas Pendapatan
Daerah (DSPENDA) Propinsi Sulawesi Selatan, literatur-literatur/ buku-buku dan
laporan-laporan yang berkaitan dengan penulisan ni.
Teknik pengumpulan data adalah melakukan pencatatan langsung
mengenai data yang dipergunakan seperti data jumlah Pajak Daerah, jumlah
realisasi Retribusi Daerah serta data jumlah Pendapatan Asli Daerah Kab.Bone,
dalam bentuk time series data dari tahun 2008-2012 (5 tahun).
Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah Kabupaten atau
Kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan
daerah dilaksanakn secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang
berlangsung disetiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.
Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25
Tahun 1999 dalam konteks diatas adalah suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut
berbentuk aturan yang mengatur seberapa besar dan seberapa luas kewenangan
daerah dalam mengelolah sumber daya yang dimilki.
Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.
Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah
sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan
mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.Pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya
melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah,
1
2retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan
lain asli daerah yang sah.
Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang
riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah
satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam
pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan
suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari
besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah.
Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang
dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah
yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh
pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Dalam usaha melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan maka
pemerintah menuangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang dikenal
pembangunan lima tahun (PELITA). Program yang selama ini terhadap subsidi yang
3berasal dari pemerintah pusat, disamping itu jga dalam mengembangkan potensi dan
menggarap dana yang ada di daerah semaksimal mungkin, khususnya di Kabupaten
Bone dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan dari tahun mengalami peningkatan,
sedangkan otonomi daerah pun meningkat sehingga tingkat pertumbuhan dari segi
dana akan mengalami peningkatan pula, oleh karena itu pemerintah setempat harus
mampu mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang lain.
Kabupaten Bone adalah salah satu dari 24 Kabupaten/ Kota di provinsi
Sulawesi Selatan. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kabupaten Bone dan
potensi daerah yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD
Kabupaten Bone, maka pihak pemerintah daerah Kabupaten Bone berupaya untuk
meningkatkan PAD Kabupaten Bone dengan jalan menggali sumber-sumber
pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Salah satunya adalah
dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah dan retribusi yang sudah ada.
Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi
pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur
terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi daerah.Penggalian pajak daerah dan retribusi daerah masih dilakukan secara
konvensional. Dua komponen PAD inilah yang paling bisa dilihat penerimaannya
dari potensi yang dimiliki Kabupaten Bone.1
1Munir, Kabupaten Bone Dalam Angka, BPS Kabupaten Bone2013, h. 12
4Kabupaten Bone saat ini telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang cukup
signifikan dari tahun ketahun karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam
meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang masih kurang, tiap tahun pengeluaran
pemerintah mengalami peningkatan dalam membangun prasarana seperti
pembangunan jalan raya, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan lain-lain, sehingga
mendorong investor dalam membangun usahanya di  Kabupaten Bone melalui
sektor unggulan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sebagai salah satu
faktor pengaruh PendapatanAsli Daerah (PAD).
Kontribusi Besar yang diberikan dalam hal ini akan meningkat. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor unggulan seperti sektor perdagangan,
Pertanian, Perikanan, Pengolahan industri, dan sektor angkutan dan komunikasi
dimana Kabupaten Bone didominasi oleh sektor-sektor unggulan tersebut. Besar
kecilnya pendapat asli daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan
ekonomi daerah secara tegas tercermin di dalam Produk Regional Bruto (PDRB) dan
dampak positif dari kebijakan proyek-proyek yang atas prioritas dari selama ini
diterima pemerintah daerah dan merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi
pemerintah daerah.2
Pemerintah daerah Kabupaten Bone sedang berusaha bagaimana menggali
potensi yang ada guna menunjang pelaksanaan pembangunannya melalui sebuah
kebijakan Pemerintah Daerah No. 11 Tahun 2001 yang merupakan pengelompokan
2Beno Post, diterbitkan tanggal 24 April 2013, h.4
5kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Dinas Perpajakan
Kabupaten Bone.
Berdasarkan uraian di atas terkait tentang penerimaan pendapatan daerah,
maka penulis tertarik untuk peneliti dan menuangkan hasilnya dalam karya tulis
ilmiah dengan judul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012”.
B. RumusanMasalah
Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber dana bagi peningkatan
pendapatan asli daerah. Keberhasilan dari usaha ini tidak hanya terletak pada pihak
pemerintah daerah selaku pemegang hak untuk mengeluarkan kebijakan dan
peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi ini saja, tetapi
harus didukung oleh peran serta masyarakat dan pihak swasta yang ada.
Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah?
2. Berapa besar Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli
daerah di Kabupaten Bone?
6C. Definisi Operasional
Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan
bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional dari masing-
masing variabel adalah:
1. Retribusi Daerah
Retribusi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.
2. Pajak Daerah
Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah
Kabupaten Bone yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone,
berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak memberikan
imbalan langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah.Untuk perkembangan
pajak daerah sendiri dapat dilihat dari Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
Kabupaten Bone
3. PendapatanAsli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah Kabupaten Bone sebagai daerah
otonom dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, meliputi: Hasil pajak daerah, Hasil retribusi
7daerah, Hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan dan, Lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Oleh karena itu, penelitian ini mencoba meneliti mengenai potensi daerah
Kabupaten Bone dalam upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi
daerah.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :
a. Untuk mengetahui Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bone.
b. Untuk mengetahui Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bone.
2. ManfaatPenelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang retribusi daerah adalah
sebagai berikut:
a. Bagi penulis, menambah wawasan penulis mengenai sumbangan dari penerimaan
pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone.
Selain itu penulis dapat melihat retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
b. Bagi pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah Kabupaten Bone mengenai
penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
8c. Untuk memberikan sumbansi pikiran bagi setiap mahasiswa tentang pendapatan
asli daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Bone.
E. SistematikaPenulisan
Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini,
maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, defenisi oprasional dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA : pada bab ini diuraikan secara teoritis Pengertian
Peranan dan Pembangunan, Pengertian Pajak dan Pajak Daerah, Konsep Pajak,
Konsep Retribusi, Konsep PAD, hubungan antara Pendapatan asli daerah (PAD) dan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tinjauan Penelitin Terdahulu, Kerangka
Konseptual dan Hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN : pada bab ini diuraikan tentang tata cara
melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data,
prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.
BAB IV PEMBAHASAN : pada bab ini akan disajikan mengenai jenis pajak daerah
dan retribusi daerah, Kontribusi pajak daerah terhadap PAD, dan Rata-rata kontribusi
9pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli
daerah (PAD) dan SPSS 17.
BAB V PENUTUP : bab ini memuat simpulan dan implementasi yang penulis
anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian.
DAFTAR PUSTAKA : yaitu bahan-bahan pustaka yang penulis pergunakan dalam
penulisan skripsi ini.
LAMPIRAN-LAMPIRAN : yaitu berkas-barkas yang mendukung penulisan skripsi
ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pajak Daerah
Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 29 :








Artinya :
perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan
oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama
Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai
mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan
tunduk.
Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-
orang yang bukan Islam, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka
1.Pengertian Pajak
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dikasanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
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a. Teori bakti, teori ini hanya mengatakan bahwa  pajak merupakan hak dari
negara, berdasarkan hukum dari pajak. Menurut teori ini adalah hubungan
rekyat dan negara.
b. Teori asuransi, menurut teori ini, pajak disamakan dengan asuransi. Dalam
bidang asuransi, apabila seseorang ingin memperoleh perlindungan dan resiko
kerugian yang timbul maka ia dapat pergi ke perusahaan asuransi kemudian
mengasuransikan resiko kerugian tersebut.
c. Teori kepentingan, teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar
besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan
pemerintah
Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang
melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :
a. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah
negara/pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu
pemungutan pajak bisa dipaksakan. Sekalipun demikian walaupun negara
mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus
memperoleh persetujuan dari rakyatnya melalui Undang-Undang.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara individual dari negara yang secara
langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontraprestasi yang
diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara
langsung dengan besarnya pajak.
d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Dan jika masih surplus
digunakan untuk “public saving” dan public saving ini yang akan digunakan
untuk membiayai “public invesment”.
Dari ke-4 (empat) ciri tersebut diatas, ciri ke-2 (dua) merupakan ciri yang
paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber
(resources) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan
peraturan atau Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang
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tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini
telah memunculkan sebuah slogan di negara-negara maju bahwa dalam
pemungutan pajak berlaku istilah “no taxation without representation” yang
artinya tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat.
Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam
Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah, antara lain dalam Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 disebutkan pengertian Pajak Daerah yaitu
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.1
Menurut Amarullah, memberikan pengertian perpajakan daerah sebagai
Pertama, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah
itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari
masyarakat telah ditentukan dan diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang
dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh
Pemerintah Daerah. Ketiga, Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah
Daerah. dan Keempat; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh
Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada kepada Pemerintah
Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh
Pemerintah Daerah.2
Dari definisi yang dikemukakam di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah pertama; Pembayaran
yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (penguasa publik), kedua;
Pungutannya dapat dipaksakan, ketiga; Pungutannya mengikuti ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,dan keempat;Pungutannya tersebut tidak
mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah.
1Undang-Undang Otonomi Daerah, h. 57.
2Amarullah, Perpajakan Daerah (Cet. I, Jakarta, Erlangga, 2008), h. 19.
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Dengan memperhatikan unsur penting dari pengertian pajak
tersebut,nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua arti atau penertian dari pajak
itu mempunyai inti dan tujuan yang sama. Selain pengertian pajak, Sutrisno
Rachmat mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut:
Pertama ; Fungsi Budgeter, fungsi yang letaknya di sektor publik dan
pajak ini merupakan alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-
banyaknya ke dalam kas negara. Kedua; Fungsi Regularend, biasa juga disebut
fungsi mengatur bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Fungsi mengatur ini dapat
juga dilihat pada sektor swasta.Bila ditinjau dari sudut pembebanannya, pajak
dapat dibagi menjadi
a) Pajak langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara periodik.
b) Pajak tidak langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak
secara periodik.
Bila ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas:
Pertama; Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh negara
berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan.
Kedua; Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
yang berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.
Dari uraian tentang fungsi-fungsi pajak, sebagaimana yang telah
dikemukakan di atas, maka pajak memegang peranan penting sebagai sumber
pemasukan keuangan daerah, bahkan juga memiliki fungsi lain, yang bersifat
mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.Untuk menilai
berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, akan digunakan serangkaian ukuran
seperti :
Pertama, hasil (Yield): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan
dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi,
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pertumbuhan penduduk dan sebagainya, dan juga perbandingan hasil pajak dan
biaya pungut.
Kedua, Keadilan (Equity): dasar pajak dan kewajiban membayar harus
jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara
horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok
yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; haruslah adil secara
vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar
memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak
memiliki sumber daya ekonomi dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat,
dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-
wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika
perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan
masyarakat.
Ketiga, Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency): pajak hendaknya
mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya
secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan
konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan
bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
Keempat, Kemampuan Melaksanakan (Ability in Implement): suatu pajak
haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
Kelima, Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as
atau Local Revenue Source): sumber penerimaan dari daerah mana suatu
pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin
sama dengan sama tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari
dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah ke
daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-
perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, pajak
hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan
tata usaha pajak daerah.
Jelas, tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur
dengan semua tolak ukur ini dan di berbagai negara pajak daerah mendapat nilai
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yang rendah menurut tolak ukur ini dibandingkan dengan pajak nasional karena
pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal)
mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak
ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan
pajak daerah yang diusulkan.3
2.Jenis-jenis pajak
Pajak dapat dibedakan menurut sifat dan cirinya, pembagian menurut sifat,
akan menghasilkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :
a. Pajak atas kekayaan dan pendapatan
b. Pajak atas lalu lintas
c. Pajak yang bersifat kebendaan
d. Pajak atas pemakaian
Menurut cirinya pajak dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Pajak subjektif dan pajak objektif
b. Pajak langsung dan tidak langsung
c. Pajak pusat dan pajak daerah
Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis
pajak kabupaten/kota terdiri dari :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
3Sutrisno Rahmat, h. 97-100.
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3.Penetapan dan ketetapan pajak
Ketetapan pajak adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh kantor
pajak untuk menagih pajak yang terutang oleh wajib pajak. Seperti telah
disebutkan sebelumnya, dokumen ini hanya dikeluarkan jika wajib pajak tidak
sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan.
Pasal 12 ayat 1 UU KUP:
“Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”
Pasal ini menegaskan bahwa wewenang penetapan pajak oleh undang-
undang telah dilimpahkan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu
mengetahui kapan utang pajakn itu muncul. Ketentuan tentang timbulnya utang
pajak terdapat dalam penjelasan pasal 12 ayat 1 UU KUP. Penjelasan pasal
tersebut memberikan pedoman bahwa pada prinsipnya pajak terutang pada saat
timbulnya objek pajak yang dikenakan pajak.
4.Hasil Pengkajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Dimensi potensi yang dimaksud di sini baru mengacu pada tataran mencari
kecendrungan-kecendrungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah dan retribusi
daerah yang selama ini pernah diberlakukan di masimg-masing daerah di
kabupaten Bone baik dari kecendrungan tingkat”collection ratio”(rasio antara
realisasi dan anggaran), tingkat pertumbuhannya, tingkat sumbangannya, serta
posisi dalam matrik potensi pajak/retribusi daerah. Sementara dimensi potensi atas
pajak dan retribusi daerah yang lain mengandung arti bahwa dalam penentuan
target anggaran dari setiap komponen jenis pajak/retribusi daerah didasarkan pada
kondisi riil di lapangan yang benar-benar menjadi pertimbangan dari pihak
pengelola anggaran daerah (Dinas Pendapatan Daerah).
Kecendrungan yang selama ini terjadi terhadap penetapan anggaran pada
pos pajak dan retribusi daerah , yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap
jenis pajak/retribusi daerah di dalam PAD hanya didasarkan atas proses
incremental (peningkatan) sekian persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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Tanpa didasarkan pada potensi yang sebenarnya. Apabila kesenjangan antara
potensi dan realisasinya dikatakan sebagai kesenjangan objektif, maka upaya
pengkajian terhadap potensi PAD perlu untuk terus dilakukan dengan maksud
agar target yang direncanakan didasarkan atas potensi yang benar. Dengan
demikian pengkajian terhadap potensi dalam pos-pos pajak /retribusi daerah
(sebagai penunjang PAD) menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh
pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan pajak dan retribusi
daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.
B. Konsep Retribusi Daerah
Berdasarkan Pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa
retribusi daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai
pengganti/kerugian diensten yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang
membutuhkan diensten itu.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian
atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk
kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung
maupun tidak langsung.
Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.4
Selain itu Sutrisno Prawiharjo mengemukakan bahwa :
“Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik
daerah baik langsung maupun tidak langsung”5
Menurut Ahmad Yani, Retribusi adalah pyngutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
4 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 3.
5 Prawiharjo, Sutrisno, Retribusi Daerah,(Jakarta: Terjemahan Geodhart, 2004), h. 202.
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dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
1) Objek Retribusi Daerah
Objek dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahn
2000 adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari :
a. Jasa umum
b. Jasa Usaha
c. Peizinan tertentu
Kriteria Retribusi jasa umum yang meliputi :
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan retribusi jasa saha atau retribusi
perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bag orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan
dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraannya.
6. Retriusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan
tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
Kriteria Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
1. Retribusi jasa bersifat buan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum
atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terapatnya harta yang  dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh oleh pemerintah di daerah.
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2)Jenis Retribusi Daerah
Jenis retribusi daerah menurut UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.34 Tahun
2000 dan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat
dikelpmpokkan menjadi tiga, yaitu :
a) Retribusi Jasa Umum
b) Retribusi Usaha
c) Retribusi Peizinan Tertentu
Dari definisi tentang retribusi di atas maka dapat dikemukakan beberapa
ciri yang melekat pada pengertian retribusi yaitu: 1). Retribusi dipungut oleh
Negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah pungutan pendapatan
daerah dari publik, 2). Dalam pungutannya tidak terdapat paksaan secara
ekonomis, 3). Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan
jasa-jasa yang disiapkan Negara.
Dari pengertian retribusi daerah di atas dapat pula diikhtisarkan ciri-ciri
pokoknya: 1). Retribusi dipungut oleh daerah, dapat pula dijelaskan banwa  semua
yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam hal
ini membayar wajib pajak langsung dupungut oleh pemerintah daerah sebagai
salah satu pendapatan daerah, 2). Dalam pungutannya retribusi terdapat  prestasi
yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjik, dan 3). Retribusi dikenakan
kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan
daerah. Dalam konteks retribusi kita dapat mekihat bahwa Nampak tidak adanya
pekerjaan untuk menjadi wajib bayar, karena setiap individu yang tergolong wajib
bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan memperoleh atau menikmati
secara langsung pelayanan tersebut.6
Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian sebagaimana
halnya dengan pajak. Retirbusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung
dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukkan semata-mata
untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah, misalnya retribusi pelayanan
kesehatan, retribusi di Indonesia pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
6 Undang-Undang Otonomi Daerah., h. 34.
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Daerah dan Retribusi daerah di dalam pasal 1 angka 64 UU tersebt diseutkan
bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi
perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat
sebelum ditetapkan. Ketentuan untuk mengatur tata cara dan mekanisme
pelaksanaan sosialisasi peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah, maka peraturan
daerah harus kepada Pemerintah paling lama 15 hari setelah ditetapkan. Jika
peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan kepentingan umum/peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkan
peraturan daerah dimaksud. Pembatalan dilakukan paling lama 1 bulan sejak
diterimanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem pemungutan retribusi adalah sistem offical assessment, yaitu
pemungutan retribusi daerah berdasrkan penetapan Kepala daerah dengan
menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lainnya yang
dipersamakan. Wajb retribusi setelah menerima surat ketetapan retribusi daerah
atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran
menggunakan surat setoran retribusi daerah pada kantor pos atau bank persepsi.
Jika wjib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan surat
tagihan daerah.
Terkait dengan masalah retribusi sebagaimana yang dikemukakan di atas
maka Undang-Undang RI No. Tahun 2009 hnya mengatur prinsip-prinsip dalam
menetapan jeni retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi sebanyak 27
jenis, sedangkan pajak sebanyak 11 jenis selain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam usaha untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh
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seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi.
Oleh karena itu setiap daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan
masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan
nasional. Ada beberapa pengertian tentang pendapatan yaitu diantaranya:
Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima seseorang atau
rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan
terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti
sewa bunga dan deviden serta pembayaran atau penerimaan seperti tunjangan
sosial atau asumsi pengangguran.7
Pendapatan adalah barang atau jasa yang dapat dikomsumsi selama
periode tertentu. Dengan demikian terlihat pendapatan mempunyai pengaruh
terhadap komsumsi dan tabungan akan meningkat pula.8
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan atau
penerimaan yang bersumber dari potensi-potensi yang berasal dari daerah tersebut
yang bertujuan untuk membiayai, mengatur, dan mengurus kebutuhan rumah
tangganya sendiri, dimana hal itu menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam
menghimpun sumber-sumber dana untuk membangun daerah tersebut.
Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-
sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh
karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi
yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar
kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat.9
Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber
penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana
7Nopirin, Ekonomi Internasional (Yogyakarta; BPFE UGM, 2010), h. 7.
8Agus Widarjono, Ekonometrika; Teori Dan Aplikasi (Ed. I, Yogyakarta, 2007), h. 12.
9 Kuncoro, Mudrajad., Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta : Erlangga. h. 25
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perimbangan, pinjaman daerah dal lain-lain penerimaan yang dash juga sisa
anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan
penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut
setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meskipun Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan
indikasi derajat menandirian keuagan suatu pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber
keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan
yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan
dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.10
Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring
dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan daerah itu
sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, hal ini dapat disebabkan oleh:
1. Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.
Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari
segi upaya pemungutan pajak, banyak bantuan dan subsidi ini mengurangi
“usaha” daerah dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerahnya, dan lebih
mengendalikan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap pusat untuk
memperoleh tambaan bantuan.
2. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.
Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya
pungut yang besar.
3. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.
Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi
daerah.11
10 h. 3 Kuncoro, Mudrajad., Otonomi dan Pembangunan Daerah. h. 34
11 Anonimous, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, 2001, Jakart a: Lembaran Negara RI No. 119 Sekretaris Negara RI.
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Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan
Pendapatan Asli Daerah adalah: “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dal lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli
digali daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari menerimaan pusat.
Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, “sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4). Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang sah”.12
Menurut Mardiasmo:
“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah”.13
Dalam rangka menigkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah
dilarang:
a) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi dan
12Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004, Jakarta: Lembaran Negara RI, No. 126
Sekretaris Negara RI.
13 Mardiasmo., 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi. h. 132.
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b) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan
ekspor/impor.14
a. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan,
yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah.
1. Pajak Daerah
a. Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk
dipungut berdasarkan Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan
kepada daerah sebagai pajak daerah.
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan
peraturan hukum lainnya.
d. Hasil pengutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran
daerah sebagai badan hukum pubulik.
peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai
pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
Ciri-ciri yang menyertai paak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah
bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
Ciri-ciri retribusi daerah adalah:
a. Retribusi dipungat oleh daerah
b. Dalam pungutan retribusi terdapt prestasi yang diberikan daerah yang
langsung dapat ditunjuk
14Mardiasmo., 2002, Perpajakan, h. 142
.
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c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkna, atau mengenyam
jasa yang disediakan daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Dalam hal ini, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber
pemasukan bagi daerah. Olehnya  itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan
perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip
ekonomi secara umum, yakni efisiensi. Dalam penjelasan umum UU No. 5/1974,
pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai “suatu badan usaha yang
dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk
menambah penghasilan daerah”. Dari kutiapan di atas tergambar dua fungsi
pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu
memberikan rangsangan/stimulus bagi perkembangannya perekonomian daerah
dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini berarti perusahaan daerah harus
mampu memberikan manfaat ekonomis, sehingga terjadi keuntungan yang dapat
disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen
yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi
sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah beriorentasi pada profit
(keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan
kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan
fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni funsi sosial dan
fungsi ekonomi.
Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak
dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daeran.
Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat
keuntungan yang memungkinkan perusahaan darah dapat memberikan sumbangan
bagi pendapatan darah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak belakang.
Artinya bahwa pemenuhan funsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring
dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan
untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila
profesionalisme dalam pengelolaannya dapat terwujudkan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
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Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan
lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi
daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah
sebagaimana dimaksudkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bungan
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan
pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana
sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara
meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan
benar sehingga memberikan hasil maksimal.15
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, di lain pihak
menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam
mengelolah keungan daerah. Sebagian besar pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan dibiayai perimbangan , terutama dana alokasi umum. Alternatif
jangka pendek peningkatan pemerintah daerah adalah menggali daerah dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).16
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli
daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuiditas dana
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah.17
15 Elita, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 56.
16 Pratiwi, Proposal Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: Rajawali, 2007), h 34.
17 Barata, Adja, Atep, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 90.
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Pendaptan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah nyang terdiri
dari pajak, retribusi,ndeviden, dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman
lain-lain.
Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil
perusahaan milik ndaerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat
komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi
bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).18
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah. Daerah
otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-
sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang
cukup memadai untuk membiayai penyelanggaraan pemerintah daerahnya.
Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar
yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai
prasyarat mendasar dalam system pemerintah Negara.19
Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartiakn sebagai
pendapatan rutin dari usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-
potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung
jawabnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan untuk lebih
memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan penerintah di daerah-daerah,
maka tiap-tiap daerah selalu mengharapkan adanya peningkatan pendapatan
daerah yang dapat lebih meningkatkan pembangunannya.
E. Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan
Dalam suatu jenis pajak kita akan mngenal istilah pajak proporsional,
pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah
pendapatan. Suatu pajak akan disebut proposional jika mengenakan tariff
presentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap
pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proposi yang sama dari
18Widjaja, Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: UI, 2002), h 11.
19Widjaja, Pendapatan Asli Daerah, h.23
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pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan
pajak proporsional.
Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tariff dalam presentase
yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang. Sedangkan
pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tariff presentase yang lebih rendah
pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin
akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis
yang berkaitan dengan proposi pajak terhadap berbagai pendapatan.
F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kebijakan pungutan daerah berdasarkan Perda Kabupaten Gowa
diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan
cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada
akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah
diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan
dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah
bukan merupakan objek pajak pusat.
Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh
banyak negara di dunia berkembang, maka prinsip-prinsip umum perpajakan
daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum
tentang perpajakan daerah sebagai berikut: Pertama; prinsip memberikan
pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti
naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kedua; adil dan merata secara
vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal
artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada
yang kebal pajak, Ketiga; administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah
dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak, Keempat; secara politis dapat
diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk
membayar pajak. Kelima; Non-distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak
atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap
perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan
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suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak
atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan,
sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weight loss).
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka pungutan daerah harus
memiliki beberapa faktor tertentu. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah
sebagai berikut:
1. Pungutan daerah secara ekonomis dapat dilaksanakan, berarti
perbandingan antara penerimaan pungutan harus lebih besar dibandingkan
ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar,
kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara
tajam.
3. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan
(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian
kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan
kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus
mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah
yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan
kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.Beberapa kriteria dan
pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada
tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:
pertama; Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan
cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi
tanggungjawab Pemerintah Pusat.
Kedua; Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak
terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar
pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang
beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan
mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai
cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak komsumsi di
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banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan
wilayah daerah yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “mobile”
merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang
lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
Ketiga; Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak
seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan
besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong
akuntabilitas daerah.
Keempat; Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan
yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil
penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu
berfluktuasi.
Kelima; Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan
secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan
pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir
bagi pembayar pajak lokal.20
Di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan
undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah pasal 1 nomor 26
bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang
atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya
dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada
badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas
(dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.
20Sutrisno Rahmat, h. 105-108.
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G. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB
Pengertian PDRB menurut Badan pusat statistik Tahun 2004 yaitu jumlah
nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau
merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit
ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan
menggunakan metode langsung atau tidak langsung.21
Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan
yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.
Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan
hasil perhitungan yang sama. 22
Pensekatan produksi (production Approach) dilakukan dengan
menghitung nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi (disuatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan
PDRB melalui pendekatan ini disebut juga perhitungan melalui nilai tambah
(value added). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan
jasa yang di produksi oleh suatu kegiatan /sektor  atau sub sektor tersebut. Nilai
tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya
antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam
proses produksi.
Pendekatan pendapatan (Income Approach) dilakukan dengan menghitung
jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam
proses produksi. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan
menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi.
Pendekatan pengeluaran (Expenditure Approach) dilakukan dengan
menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan
lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan
modal tetap domestik bruto.
Penyajian PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan
dnilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat
21 Tarigan, Robinson,2007. Ekonomi Regional,Teori dan Aplikasi,PT Bumi Aksara
22 Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2012 Produk Domestik Regional Bruto Kab.
Bone 2012. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
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menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB.
PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi
yang dihasilkan suatu daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja
makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan
struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta
menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun per sektor.
Perkembangan PDRB atas harga konstan ,merupakan salah satu indikator
penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi hasil-
hail pembngunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan diupayakan untuk
menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan di daerah.
Berdasarkan data dan informasi yang terkandungdalm PDRB, maka dapat
dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang :
1. Sektor Basis dan Non Basis
Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis
diklasifikasikan ke dalam sektor basis dan non basis. Analisis ini
diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat
ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari
tahun ke tahun.
2. Perubahan dn Pergeseran Sektor
Analisi ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor
pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan
kinerja sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah
referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor
dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif ataupun sebaliknya.
Dengan melakukan analisis tersebut, maka dapat ditentukan sektor apa ang
berkembang lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lain. Dan sektor-sektor yang
perkembangannya lebih cepat daripada sektor itulah yang kemudian akan menjadi
sektor unggulan.
33
Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan mmberikan pengaruh
yang signifikan terhadap prtumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan
memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan
mendorong pengembangan ekspor barang dan jasa. Sektor unggulan yang
diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan
pembanguan di masa mendatang.
H. Penelitian Terdahulu
Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan
penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terdapat beberapa penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya:
1. Andi Sewali (2003) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak
daerah dan PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bone dengan
menggunakan sampel di semua kecamatan di Kabupaten Bone. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2001 dan 2002 dari data
laporan APBD. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-
sama pajak daerah dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap
belanja daerah23.
2. Wela Ismail (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak
Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000-
2004”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif secara kuantitatif. Penelitian ini menyimpulakan bahwa potensi
pajak reklame di Kabupaten Bone terdiri dari potensi objek pajak dan
subjek pajak. Potensi objek pajak reklame Kabupaten Bone dapat dilihat
dari dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun
anggarannya, hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi suatu pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Bone, sedangkan
23 Sewali, Andi, Pengaruh Pajak Daerah dan PAD Terhadap Belanja Daerah di
Kabupaten Bone 2001-2002, (Skripsi: Jurusan Ekonomi UVRI Makassar, 2003).h.24
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potensi subjek pajak reklamenya meliputi wajib pajak dan tempat
pemasangan reklame.24
3. Muhammad Iqbal (2007) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-
faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Bone” menyimpulkan bahwa variable bebas yang terdiri dari Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi system perdagangan dan
kontribusi system konstruksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD)25.
Hasil lain penelitian ini adalah besarnya kontribusi pajak reklame terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun sebesar 0,97% dan masih
menunjukan nilai yang relatif kecil tetapi cukup berarti dalam pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah. Adapun faktor -faktor yang mengahambat
pemungutan pajak reklame di Kabupaten Bone meliputi perlawanan pasif seperti
perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit
dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan
dengan baik, serta perlawanan aktif misalnya tax avoidance dan tax evasion.
Usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk meningkatkan
pajak reklame melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
I. Kerangka Pikir
Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan
penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian
sebagai berikut:
24 Wela, Ismail, Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bone Tahun 2000-2004, (skripsi: Jurusan Ekonomi UMI Makassar, 2005).
25 Iqbal, Muhammad, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah,(Skripsi: Jurusan Ekonomi UMI Makassar, 2007)
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H1
H2
H3
J. Hipotesis
Hipotesis menurut Sri Mulyani, menyatakan hubungan yang diduga secara
logis antara dua variable atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji
secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah:
H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
H2 : Reribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
H3 : kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan
berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Daerah
(X1)
Retribusi Daerah
(X2)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Y)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengambilan data yang bersifat
deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat
terhadap wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan
pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai
penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya kontribusi pajak dan retribusi
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
yang akan diuji secara empiris.58
Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan
menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan
dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu
alam maupun ilmu sosial.
Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini
menggunakan sistem rentang waktu (Time series), dimana data yang dikumpulkan
dihitung berdasarkan data lima tahun terakhir (Tahun 2008 sampai 2012).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Bone sebagai objek
penelitian dengan menetapkan data pajak daerah dan retribusi yang diperoleh dari
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bone yang berlokasi di Jln.
58Muhammad Arif Tiro, Penelitian: Skripsi, Tesis dan Disertasi (Cet.I; Makassar: Andira
Publisher, 2009), h. 123.
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W.R. Mongonsidi No. 5 Kab. Bone. Waktu penelitian dilakukan terhitung mulai
tanggal 5 September sampai dengan 30 November 2013.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data yang
menyangkut pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang di
peroleh dari DISPENDA maupun instansi-instansi yang terkait.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan adalah Data sekunder. Data sekunder adalah
data yang mendukung data primer yaitu segala bentuk data yang diperoleh melalui
kepustakaan (library research) baik berupa majalah, jurnal, artikel maupun dari
berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan
dalam skripsi ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian,
karena data dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Metode pengumpulan data ditentukan pula oleh masalah penelitian yang ingin di
pecahkan. Jadi pada skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan
(Field Research), dimana penulis melakukan tinjauan secara langsung di lapangan
untuk mendapatkan data-data konkrit yang berkaitan dengan skripsi ini guna
dijadikan sebagai bahan penulisan,
Data dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi
adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen,
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neraca atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008-2012.
E. Teknik Analisis Data
Adapun model yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara
kedua variabel tersebut, yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan studi empiris sebelumnya, untuk mengetahui Pengaruh pajak dan
retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun sebelumnya maka
digunakan metode lag. Sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
variabel-variabel independen yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bone sebagai variabel dependen dapat dinyatakan dalam fungsi
sebagai berikut:
Y=f( , )
Dengan model analisis:
Y= α + β1 +β2 +μ
Dimana:
Y = Pendapatan Asli Daerah
= Pajak Daerah
= Retribusi Daerah
α = koefisien konstanta
β 1, β 2 = koefisien regresi
μ = error term
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Sebelum analisis regresi digunakan, maka terlebih dahulu akan dilakukan
uji Asumsi Klasik untuk selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan bantuan
program SPSS versi 17.
a. Uji F (Simultan)
Statistik F, hipotesis yang digunakan adalah :H : β ,β =0 semua variabel independen tidak mempengaruhi variabel
dependen secara bersama-sama.H : β , β ≠ 0 semua variabel independen mempengaruhi variabel
dependen secara bersama-sama.
Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang
digunakan sebagai berikut :
1. H diterima dan H ditolak apabila F hitung < F tabel, atau jika
probabilitas Fhitung > tingkat signifikansi 0,05 maka H ditolak, artinya
variabel independen secara serentak atau bersama-sama tidak
mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H ditolak dan H diterima apabila F hitung > F tabel, atau jika
probabilitas Fhitung < tingkat signifikansi 0,05 maka H ditolak, artinya
variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi
variabel yang dijelaskan secara signifikan.
b. Uji T (Parsial)
Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel bebas secara individual
atau parsial terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lain dianggap
konstan. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial
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terhadap variabel terikat, dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien regresi
masing-masing variabel bebas. Pada pengujian hipotesis, nilai t-hitung harus
dibandingkan dengan t-tabel pada derajat keyakinan tertentu. Nilai t-hitung
diperoleh dengan formulasi.
Hipotesis yang diuji pada uji statistik t adalah sebagai berikut
a. Pajak Daerah terhadap Pendaptan Asli Daerah
: > 0 tidak ada pengaruh antara Pajak Daerah dengan Pendaptan
Asli DaerahH : < 0 ada pengaruh antara Pajak Daerah dengan Pendaptan Asli
Daerah
b. Retribusi Daerah terhadap Pendaptan Asli DaerahH : < 0 tidak ada pengaruh Retribusi Daerah dengan Pendaptan
Asli DaerahH : > 0 ada pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendaptan Asli
Daerah
Pada tingkat signifikasi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1. H diterima dan H ditolak apabila t hitung < t tabel atau jika probabilitas
t hitung > tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu variable
independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. H ditolak dan H diterima apabila t hitung > t tabel, atau jika
probabilitas thitung < tingkat signifikansi 0,05, artinya adalah salah satu
variable independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone
a. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten bone adalah salah satu daerah otonom di provinsi Sulawesi
Selatan.Ibu kota Kabupaten ini terletak di Watampone, yang terletak antara antara
4013’-506’ LS dan antara 119042’-120030’ BT, yang berbatasan sebelah utara
dengan kabupaten Wajo, Soppeng, sebelah timur Teluk Bone, sebelah
SelatanKabupaten Sinjai, Gowadan sebelah barat adalah Kabupaten Maros,
Pangkep, Barru. Luas Wilayah Kabupaten Bone 4.559 km2. Terdapat secara
administratif terdiri dari 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan. Kabupaten
ini terletak 174 km2 kearahTimur Kota Makassar.Wilayah kabupaten bone
termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99%
dengan temperatur berkisar 260-340.
Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga
wilayah peralihan, yaitu: kecamatan bontocani dan kecamatan libureng yang
sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lain wilayah timur. Rata-rata
curah hujan tahunan wilayah bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750-
2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.
Pada wilayah kabupaten bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan
yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah
yang cukup dalam.Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang
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berjumlah sekitar 90 buah.Namun, pada musim kemarau sebagian mengalami
kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai walenae, cenrana,
palakka, jaling, bulu-bulu, salomekko, tobunne dan lekoballo.
Kabupaten Bone Secara administratif terbagi menjadi 27 kecamatan yakni
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bontocani
Kahu
Kajuara
Salomekko
Tonra
Patimpeng
Libureng
Mare
Sibulue
Cina
Barebbo
Ponre
Lappariaja
Lamuru
Tellu Limpoe
7.656
17.905
16.787
7.265
6.160
7.543
14.536
12.159
15.218
12.119
12.314
6.437
11.067
11.361
6.827
7.699
19.510
17.763
7.696
6.658
8.134
14.605
12.877
17.444
13.243
14.065
6.765
12.093
12.926
6.933
15.355
37.415
34.546
14.961
12.818
15.677
29.141
25.036
32.662
25.362
26.779
13.202
23.160
24.287
13.760
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Bengo
Ulaweng
Palakka
Awangpone
Tellu Siattinge
Amali
Ajangale
Dua Boccoe
Cenrana
Tanete Riattang
Barat
Tanete Riattang
Tanete Riattang
Timur
12.153
11.435
10.257
13.140
18.416
9.334
12.581
13.808
11.090
20.863
20.815
20.093
13.089
13.080
11.837
15.429
21.291
11.204
14.606
16.131
12.270
22.617
25.671
20.297
25.242
24.515
22.094
28.569
39.707
20.538
27.187
29.939
23.360
43.480
48.486
40.390
Kab.Bone 341.335 375.933 717.268
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kab. Bone Sulawesi Selatan
b. Potensi Unggulan
 Pertanian
Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga beras ntuk
Provinsi Sulawesi Selatan yang bisa dikenal dengan BOSOWA
SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan
Luwu. Selan beras adapun komoditas pertanian yang dihasilkan
yakni jagung, kedelai, umbi-umbian dan kacang-kacangan.
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 Perkebunan dan kehutanan
Jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bone antara lain : kelapa
seluas 14.760 ha dengan produksi 11.675 ton, coklat (kakao) seluas
37.178 ha dengan produksi 12.870 ton, cengkeh 3.106 ha dengan
produksi 2.087 ton, jambu mete 6.242 ha dengan produksi 2.863
ton, kopi 934 ha dengan produksi 247 ton, tembakau 941 ha dengan
produksi 863 ton.
Secara kuantitas produksi perkebunan memang telah mengalami
peningkatan tapi belum mencapai hasil yang optimal, demikian pula
halnya kualitas produksi masih perlu terus ditingkatkan agar dapat
mencapai standar kualitas ekspor.
 Peternakan
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan
sektor pertanian, yang peranannya dalam penyediaan pangan
khusunya protein hewani terus ditingkatkan untuk mewujudkan
swasembada ternak dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam kurun waktu 5 tahun, populasi ternak mengalami
peningkatan yang cukup besar terutama sapi, kambing, kuda dan
kerbau. Sementara yang mengalami penurunan populasi adalah
ayam terutama ayam ras petelur. Hal ini disebabkan karena
menurunnya minat masyarakat untuk beternak ayam karena wabah
flu burung.
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Untuk mendukung kesehatan produksi peternakan terutama agar
ksehatan masyarakat menjadi semakin baik sehingga penyediaan
produk aman, sehat, utuh dan halal maka didukung adanya fasilitas
lokasi pemotongan berupa rumah pemotongan hewan, pembinaan
terhadap ternak, pemberian vaksin ternak dan unggas.
 Perikanan dan Kelautan
Sumber daya perikanan di Kabupaten Bone cukup besar karena
wilayah pesisir yang membentang dari utara ke selatan sepanjang
127 km, sangat potensial untuk pengembangan tambak dan rumput
laut. Potensi luas areal pemeliharaan 17.214 ha dan 11.001 ha
diantaranya telah dikelola yaitu tambak seluas 10.790 ha dan kolam
seluas 211 ha.
 Pariwisata
Keindahan alam dan kekayaan budaya Kabupaten Bone merupakan
potensi pariwisata yang pengembangannya diarahkan pada upaya
menyiapkan Kabupaten Bone sebagai daerah tujuan wisata yang
telah dikembangkan yaitu Tanjung Pallette, dengan adanya objek
wisata tersebut diharapkan arus kunjugan wisatawan ke Kabupaten
Bone mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dengan
mieningkatnyajumlah wisatawan yang berkunjung.
Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada terus
dilakukan melalui pembinaan usaha jasa pariwisata, peningkatan
46
SDM pelaku pariwisata dan promosi pariwisata dengan harapan
Kabupaten Bone akan lebih siap sebagai daerah tujuan wisata.
 Pertumbuhan PDRB
Perekonomian Kabupaten Bone telah menunjukkan peningkatan
walaupun perkembangannya belum optimal. Berbagai program
yang telah dilaksanakan mampu memberikan hasil yang cukup baik.
Hal ini ditandai dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone.
Tabel 4.2
Pertumbhan PDRB Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Tahun
PDRB Harga Konstan (2000) PDRB Harga Berlaku
Jumlah (juta
Rp.)
Pertumbuhan
(%)
Jumlah
(juta Rp.)
Pertumbuhan
(%)
2008 2,442,711.22 5.97 3,860,830.95 16.02
2009 2,389,298.00 6 4,432,743.60 14.58
2010 2,776,659.84 7.24 5,348,744.99 20.19
2011 2,985,922.40 7.54 6,412,549.40 19.89
2012 3,213,085.05 7.61 5,569,847.75 18.61
Rata-
rata
2,801,5353.30 6.80
Jika dilihat dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Bone selain dapat
diketahui seberapa besar pertumbuhan ekonomi, juga dapat diketahui peranan
masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Bone. Peranan
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dari masing-masing lapangan usaha ini menggambarkan struktur ekonomi
Kabupaten Bone. Semakin besra peranan suatu lapangan usaha maka semakin
besar pula pengaruhnya dalam perkembangan perekonomian  di daerah ini.
a. Struktur Ekonomi Kota Bone
Data berikut merupakan struktur ekonomi Kota Bone periode 2008-2012:
Tabel 4.3 Struktur Ekonomi Kota Bone 2008-2012 (Dalam Persen)
No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pertanian 0,98 0,90 0,82 0,74 0,67
2 Pertambangan/Pe
nggalian
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
3 Industry
Pengolahan
23,07 22,24 20,74 19,69 18,90
4 Listrik, Gas, dan
Air
2,00 1,93 1,79 1,81 1,76
5 Bangunan 7,68 8,09 7,94 7,83 7,73
6 Perdag, hotel &
restoran
28,37 29,05 28,70 29,08 29,43
7 Angkutan dan
Komunikasi
15,74 14,80 13,50 14,33 14,36
8 Lembaga 10,35 10,09 10,17 10,25 10,85
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Keuangan
9 Jasa-jasa 11,60 12,89 13,88 15,26 16,31
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)
Kalau dilihat peranan setiap sektor terhadap pembentukan PDRB
Kabupaten Bone, tampak bahwa sektor kegiatan ekonomi yang paling besar
kontribusinya pada tahun 2012 adalah sektor perdagangan, hotel dan restaurant
yakni sebesar 29,43 persen. Sementara urutan kedua adalah sektor industri
pengolahan yakni sebesar 18,90 persen.
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan
perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Dalam membahas masalah pertumbuhan
ekonomi, maka nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga
konstan.
1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Bone
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata sulit diperoleh, maka
untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dapat diperoleh melalui banyaknya Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Berikut data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Periode
tahun 2008-2012:
Tabel 4.4 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone
Periode tahun 2008-2012
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Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rupah)
2008 53,986,732,610
2009 55,877,333,724
2010 56,831,412,313
2011 58,775,448,110
2012 60,832,731,540
Sumber:DISPENDABone
Dari Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan, perkembangan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Bone pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp.
53,986,732,610Tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp. 55,887,333,724.
Pada tahun 2010, meningkat sebesar 56,831,412,313.Pada tahun 2011,
peningkatan cukup besar yaitu RP 58,755,448,110.Hingga pada tahun
2012meningkat sebanyakRP 60,832,731,540
Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bone menunjukkan hasil yang memuaskan.Hal ini
disebabkan karena perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Bone perkembangannya cenderung bersifat fluktuatif.
2. Perkembangan Pajak DaerahKabupaten Bone
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dikasakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan
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untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
Berikut data Pajak Daerah di Kabupaten Bone  periode tahun 2008-2012 :
Tabel 4.5 Pajak DaerahKabupaten Bone
Tahun 2008-2012(Rp)
Tahun Pajak Daerah Pertumbuhan Pajak (%)
2008 17.423.365.210 8,11
2009 19.598.888.116 9,20
2010 21.435.376.230 9,65
2011 23.653.418.217 9,83
2012 25.832.353.112 10,52
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah(DISPENDA) Bone, Sulawesi Selatan
Dari Tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan, perkembangan Pajak Daerah di
Kabupaten Bone pada tahun 2008, yaitu sebesar 8,11% pada 2009 mengalami
peningkatan sebesar 9,20%. Pada tahun 2010, meningkat sebesar 9,65%. Pada
tahun 2011 meningkat sebesar yaitu 9,83%. Hingga pada tahun 2012 peningkatan
yang cukup besar sebanyak 10,52%.
Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa Pajak Daerah di
Kabupaten Bone menunjukkan hasil yang memuaskan.Hal ini disebabkan karena
perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Bone perkembangannya cenderung
bersifat fluktuatif.
3. Perkembangan Retribusi DaerahKabupaten Bone
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Retribusi daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Berikut ini adalah data perkembangan realisasi Retribusi Daerah di
Kabupaten Bonedari tahun 2008-2012.
Tabel 4.6 Retribusi Daerah Di Kabupaten Bone
2008-2012 (Rp)
Tahun Retribusi Daerah Pertumbuhan Retribusi (%)
2008 7.538.432.115 7,14
2009 8.425.331.132 7,23
2010 10.387.236.210 8,09
2011 11.589.316.112 8,60
2012 13.474.482.223 10,17
Sumber : Dinas Pendapatn Daerah(DISPENDA) Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Dari Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan, perkembangan Retribusi Daerah di
Kabupaten Bone pada tahun 2008, yaitu sebesar 7,14% per Tahun 2009
mengalami peningkatan sebesar 7,23%. Pada tahun 2010, meningkat sebesar
8,09%.Pada tahun 2011, meningkat sebesar 8,60% .Hingga pada tahun 2012
peningkatan yang cukup besar sebanyak 10,17%.
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Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa Retribusi Daerah di
Kabupaten Bone menunjukkan hasil yang memuaskan.Hal ini disebabkan karena
perkembangan Retribusi Daerah di Kabupaten Bone perkembangannya cenderung
bersifat fluktuatif.
B. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten Bone periode tahun 2008-2012
1. Hasil Penelitian
Teknik yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel yang
mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone adalah dengan
menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program
SPSS 17.0. Dalam model analisis regresi linear berganda yang menjadi variabel
terikatnya adalahPendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel bebasnya
adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sebelum dilakukan analisis regressi linier berganda maka terlebih dahulu
di lakukan uji asumsi klasik, sebagai berikut:
a. Uji Asumsi Klasik
Evaluasi ini dimaksudkan untuk apakah penggunaan model regresi linear
berganda (multiple Regression linear) dalam menganalisis telah memenuhi asumsi
klasik. Model linear berganda akan lebih tepat digunakan dan menghasilkan
perhitungan yang lebih akurat apabila asumsi-asumsi berikut dapat terpenuhi
yaitu :
1) Uji Normalitas Data
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Pengujian Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah
model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai
distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data
normal atau mendekati normal.
2) Uji Linieritas Data
Pada grafik Normal P-Plot of Regretion Stand diatas, terlihat titik-titik
(data) di sekitar garis lurus dan cenderung membentuk garis lurus (linier),
sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan linieritas telah terpenuhi. Dengan
demikian karena persyaratan linieritas telah dapat dipenuhi sehingga model
regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja berdasarkan variabel bebasnya.
Hasil uji linearitas data dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression
Standardized Residual, terlihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis
diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis
lurus ), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model
regresi  layak dipakai untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berdasarkan variabel bebasnya.
3) Uji Multikolinieritas Data
Uji multikolinieritas perlu dilakukan untuk menguji apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jika terjadi korelasi, maka
dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Untuk mengetahui
multikolinieritas antar variabel bebas tersebut, dapat dilihat melalui VIF (variance
inflation factor)  dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
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Apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasi bahwa dalam model
tidak terdapat multikolinieritas.
Besaran VIF (variance inflation factor) dan Tolerance, pedoman suatu
model regresi yang bebas multikolinieritas adalah :
a) Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1
b) Mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1
Adapun hasil pengujian teringkas dalam tabel berikut :
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Bebas
Variabel Bebas Tolerance VIF Keputusan terhadap
Asumsi Multikolinieritas
Pajak Daerah
(X1) 0,632 1,583 Terpenuhi
Retribusi
Daerah(X2) 0,632 1,583 Terpenuhi
Sumber : Output Analisis Regresi
Pada tabel di atas terlihat bahwa kedua variabel bebas memiliki besaran
angka VIF di sekitar angka 1 (Pajak Daerah = 1,583 dan Retribusi Daerah =
1,583 ), besaran angka Tolerance semuanya mendekati angka 1 (Pajak Daerah =
0,632 dan Retribusi Daerah = 0,632), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi Multikolinieritas antara kedua variabel bebas dan model regresi layak
digunakan
4) Uji Heteroskedastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke
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pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians
berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar  berikut :
Gambar 4.2 Grafik Uji Heteroskedastisitas
Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak
dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi
heretoskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi  layak dipakai
untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasar masukan variabel
independent-nya
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b. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara
variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial,
serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut
rekapitulasi hasil analisis regresi berganda :
Tabel  4.8 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi berganda
Variabel
Koefisien Regresi
(B)
Konstanta = 101,181
R = 0,893
R square = 0,797
F hitung
F tabel
= 16,133
= 9,55
Signifikansi F = 0,022
Sumber : Output Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) di atas, maka
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 101,181+ 3,740Pajak Daerah + 0,517Retribusi Daerah
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1) Koefisien Regresi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .893a .797 .362 .37404 .681 16.133 2 2 .022
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau presentase dari
variasi total variabel dependent yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari
hasil regresi diatas diperoleh R sebesar 0,893. Hal ini menunjukkan hubungan
korelasi positif yang sangat kuat serta eratnya  hubungan antara variabel  Y dan
Variabel X.
2) Uji R Squared (R2)
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .893a .797 .362 .37404 .681 16.133 2 2 .022
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau persentase dari
variasi total variabel  dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari
hasil regresi di atas nilai R squared (R2) sebesar  0.797, ini berarti 79,7% variasi
perubahan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan secara
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simultan oleh variasi variabel-variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sisanya sebesar 20,2% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar model.
3) Pengaruh Secara Parsial
Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi, diperoleh hasil Variabel
Bebas yaitu Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah(X2) terhadap variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 101.181 44.585 2.269 .151
Pajak Daerah 3.740 2.555 1.262 7.464 .013 .715 1.255
Retribusi Daerah .517 .832 .536 4.622 .038 .715 1.255
a. Dependent Variable: PAD
a) Pajak Daerah (X1)
Hipotesis pengaruh variabel Investasi Pemerintah terhadap variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone yang gunakan adalah:
Ho : β1 < 0, berarti variabel Pajak Daerahtidak berpengaruh terhadap
variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ha : β1> 0, berarti Pajak Daerahberpengaruh terhadap variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Hasil perhitungan yang didapat adalah T-hitung x1 = │3.196 │
sedangkan T-tabel = 1,895 ( df (n-k) = 2, α= 0,05), sehingga t-hitung > t-tabel
(│3.196 │ > │1,895 │ ) dan probabilitas signifikan sebesar 0,013.Perbandingan
60
antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel yang
menunjukkan Pajak Daerahsignifikan, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel Pajak Daerahberpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone.  Dengan nilai t-sebesar
3.195 dan nilai koefisien sebesar 3.740 (positif), menyatakan bahwa setiap 1%
peningkatan Jumlah Pajak Daerahakan meningkatkan pertumbuhanPendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone sebesar 3.740 % , dan sebaliknya 1%
penurunanjumlah Pajak Daerahakan menurunkan pertumbuhan
pertumbuhanPendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3.740 %.
b) Retribusi Daerah(X2)
Hipotesis pengaruh variabel Retribusi Daerahterhadap variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone yang gunakan adalah:
Ho : β2 < 0 , berarti variabel Retribusi Daerahtidak berpengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ha : β2> 0, berarti Retribusi Daerahberpengaruh terhadap variabel
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung x2 = │4.622│
sedangkan t-tabel = 2,919 ( df (n-k) = 2, α = 0,05),sehingga T-hitung <T-tabel
(│4.622│ < │2.919 │ ). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang
menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel yang menunjukkan Retribusi Daerah tidak
signifikan, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi
Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Bone. Dengan nilai t- sebesar 4.622 dan nilai
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koefisien sebesar 0.517 (positif), menyatakan bahwa setiap 1% peningkatan
Retribusi Daerah akan meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Bone sebesar 0,517%, dan sebaliknya 1% penurunan Retribusi
Daerah akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.517%.
4) Pengaruh Secara Simultan (Uji F)
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .597 2 .298 16.133 .319a
Residual .280 2 .140
Total .877 4
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
Uji F-statistik di gunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Simultan).
pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-
hitung dengan F-tabel. Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel
independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel
independen, tetapi jika F-tabel > F-hitung berarti Ho diterima atau variabel
independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Hipotesis yang digunakan adalah :
Ho : β1 = β2 = 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak
berpengaruh terhadap variabel independen.
Ha : β1# β2# 0, berarti variabel independen secara keseluruhan
berpengaruh terhadap variabel independen.
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Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung 16,133 sedangkan F-
tabel = 9,55 sehingga F-hitung  > F-tabel (16,133 > 9,55). Perbandingan
antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F hitung > F-tabel,
menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel Pajak
Daerah (x1) dan Retribusi Daerah (x2) secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone pada
tingkat signifikan 5%.
2. Pembahasan Hasil Penelitian
a. Pengaruh secara simultan
Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh bahwa Pajak Daerah dan
Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Bone periode tahun 2008-2012 dimana nilai Fhitung (16,133) > Ftabel
(9,55). Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa investasi pemerintah dan Retribusi
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Kabupaten Bone 2008-2012.59
b. Pengaruh secara parsial
1) Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa Pajak Daerah
berpengaruh positif (sesuai teori) dan signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Bone periode tahun 2008-2012 dimana Thitung
(3,195) > Ttabel (2,919). Hasil ini sesuai hipotesis bahwa Pajak Pemerintah
59Sadono Sukirno, op.cit., h. 121.
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kabupaten Bone periode tahun 2008-2012.
Hasil ini juga sesuai dengan temuan Try Wahyuningsih dengan
menggunakan variabel-variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak Daerah berpengaruh
positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2) Retribusi Daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa Retribusi Daerah
berpengaruh positif (sesuai teori) namun tidak signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD)periode tahun 2008-2012 dimana Thitung (4,622) < Ttabel
(2,919). Hasil ini tidak sesuai hipotesis bahwa Retribusi Daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Bone periode tahun 2008-2012.
Hasil ini sesuai dengan temuanhendarmin dengan menggunakan variabel-
variabel belanja modal, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil penelitian Retribusi Daerahterhadap kesempatan kerja juga menunjukkan
bahwa Retribusi Daerahberpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone yang disesuaikan
dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang pajak
daerah, retribusi daerah, dan PAD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Pengaruh pajak selama lima tahun dari 2008 hingga 2012 retribusi
daerah untuk PAD berasal dari retribusi jasa-jasa yaitu dengan rata-rata
sebesar 16,31%. Retribusi jasa-jasa di Kabupaten Bone merupakan
retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati
orang pribadi atau badan. Sedangkan dua retribusi lainnya yaitu
retribusi jasa usaha dan perijinan umum tingkat kontribusinya belum
sebesar retribusi jasa umum.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pajak daerah dan
retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
di Kabupaten Bone Periode tahun 2008-2012. Secara Parsial, pajak
daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan
asli daerah di Kabupaten Bone  periode tahun 2008-2012. Pengaruh
positif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa peningkatan pajak
daerah akan menyebabkan pendapatan asli daerah meningkat di
Kabupaten Bone, akan tetapi peningkatan itu tidak terlalu nyata.
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Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pendapatan asli daerah di Kabupaten Bone periode tahun 2008-2012.
Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa retribusi daerah
akan menyebabkan pendapatan asli daerah di kabupaten Bone.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan
dikemukakan beberapa saran bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Bone maupun kepada peneliti selanjutnya, yaitu:
1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Kabupaten Bone.
Saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetukan
kebijakan yang berhubunhan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah
dapat meningkatkan PAD, sebagai berikut:
a. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah sudah baik sehingga harus
dipertahankan dan mungkin lebih ditingkatkan, dengan cara memperbaiki
system pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan inovasi dan
terobosan-terobosan baru dalam pelayanan dan potensi daerah yang ada agar
kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD semakin besar.
b. Meningkatkan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang
diberlakukan, antara lain dengan meningkatkan kompetensi aparat daerah
yang me;laksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,
menyederhanakan proses administrasi pajak dan retribusi daerah,
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak.
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c. Proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, sebaiknya
memperhatikan potensi yang ada sebenarnya, sehingga pemungutannya akan
terpacu untuk melampaui target yang telah ditetapkan.
d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone di masa yang akan datang dalam
penentuan retribusi harus memihak ke masyarakat.
e. Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian
daerah yang berdampak pada peningkatan PAD
2. Bagi Peneliti Selanjutnya :
Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti
selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian sejenis lebih lanjut dengan
pendekatan kuantitatif atau paradigm positivist untuk mengetahui pengaruh
kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, sehingga dapat
ditemukan hasil yang lebih optimal dan bisa digeneralisasikan pada wilayah yang
lebih luas.
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Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
PAD 24.2217 .46815 5
Pajak Daerah 23.7839 .15795 5
Retribusi Daerah 23.1620 .48488 5
Correlations
PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah
Pearson Correlation PAD 1.000 -.787 -.582
Pajak Daerah -.787 1.000 .886
Retribusi Daerah -.582 .886 1.000
Sig. (1-tailed) PAD . .057 .152
Pajak Daerah .057 . .023
Retribusi Daerah .152 .023 .
N PAD 5 5 5
Pajak Daerah 5 5 5
Retribusi Daerah 5 5 5
Variables Entered/Removed
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 Retribusi Daerah,
Pajak Daeraha
. Enter
a. All requested variables entered.
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .893a .797 .362 .37404 .681 16.133 2 2 .022
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .597 2 .298 16.133 .319a
Residual .280 2 .140
Total .877 4
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: PAD
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 101.181 44.585 2.269 .151
Pajak Daerah 3.740 2.555 1.262 7.464 .013 .715 1.255
Retribusi Daerah .517 .832 .536 4.622 .038 .715 1.255
a. Dependent Variable: PAD
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